
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas, dengan wilayah daratan 

sebesar 1.922.570 km2 dan perairan 3.257.483 km2, menghadapi tantangan tata 

kelola yang kompleks. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah 

penduduk Indonesia telah mencapai 281,6 juta jiwa. Pertumbuhan populasi yang 

terus meningkat ini menuntut tersedianya layanan pemerintahan yang memadai dan 

merata di seluruh wilayah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat 

tata kelola yang adaptif, terutama setelah era reformasi yang membawa perubahan 

besar dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Gantika, 2025). 

Perubahan tersebut mendorong lahirnya penerapan prinsip good governance 

sebagai fondasi dalam memajukan kesejahteraan umum (Marhadila et al., 2024).  

Perubahaan sistem pemerintahan daerah ditandai dengan diterapkannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

dirancang untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik serta meningkatkan 

kualitas pembangunan di tingkat daerah. Melalui asas otonomi, pemerintah daerah 

diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (Muhtar, 2022). Dalam 

praktiknya, keberhasilan otonomi tersebut sangat bergantung pada kinerja 

pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah mencerminkan tingkat pencapaian 

atas pelaksanaan program, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik yang 

mencerminkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan (Putri et al., 2020). Dengan demikian, kinerja 

pemerintah daerah berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan 

tata kelola pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan. Untuk memastikan 

prinsip tersebut terpenuhi, pemerintah pusat telah menetapkan standar penilaian 

kinerja daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 



 

 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar 

resmi dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Dalam perspektif teori keagenan, dinamika penyelenggaraan pemerintah 

daerah dapat dijelaskan melalui hubungan kontraktual antara principal 

(masyarakat) dan agent (pemerintah daerah). Masyarakat meberikan mandat 

kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik dan menjalankan 

fungsi pelayanan serta pembangunan daerah. Namun, adanya information 

asymmetry dan conflict of interest berpotensi menimbulkan agency problem yaitu 

kondisi ketika tindakan pemerintah daerah tidak sepenuhnya sejalan dengan 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas, 

transparansi, dan pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi serta 

memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan kewenangannya secara 

bertanggung jawab (Muhtar et al., 2021). Dengan berkurangnya permasalahan 

keagenan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya secara 

efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Santoso & 

Sulisnaningrum, 2024). 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah periode 2020-2024 Indonesia 

menghadapi tantangan kompleks, ditandai dengan tekanan pada stabilitas fiskal 

daerah akibat pandemi Covid-19, yang menuntut percepatan pemulihan ekonomi. 

Pada periode ini, kinerja pemerintah daerah menjadi semakin penting, karena 

mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik, 

mengelola anggaran secara efektif, serta merespons dinamika sosial ekonomi di 

tingkat lokal (Muhtar, 2022). Tantangan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat 

nasional, tetapi juga dirasakan di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Barat. 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(EKPPD) Kemendagri menunjukkan adanya ketimpangan kinerja pemerintah 

daerah di Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman pada tahun 2024 mencatat skor 

kinerja sangat tinggi sebesar 3,65 sementara Kabupaten Mentawai hanya 

memperoleh 0,98.  



 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan pelayanan publik 

antar daerah masih belum merata. Variasi kinerja tersebut berdampak pada 

ketidaksamaan kualitas pembangunan, ketidakefisienan pengelolaan anggaran, 

serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menyebabkan perbedaan capaian kinerja tersebut. Berbagai penelitian 

sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi 

akuntabilitas keuangan, pengawasan publik, dan masa jabatan kepala daerah. 

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu faktor utama dalam menilai 

kualitas kinerja pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah 

dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik 

secara transparan dan sesuai dengan ketentuan. Menurut Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (2022), akuntabilitas keuangan tercermin melalui 

penyusunan keuangan yang andal, transparan dan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP). Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian 

menjadi indikator umum yang sering digunakan untuk menilai akuntabilitas 

tersebut, karena opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah 

saji material dan memenuhi standar pelaporan (Sukran et al., 2022). 

Dalam perspektif teori keagenan, akuntabilitas keuangan berfungsi sebagai 

mekanisme pengendalian untuk meminimalkan perilaku oportunistik dan 

memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kepentingan 

principal (masyarakat). Dengan demikian, akuntabilitas keuangan bukan sekadar 

kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen tata kelola yang memastikan 

bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak 

pada kepentingan publik. Pentingnya akuntabilitas keuangan tersebut menjadikan 

kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai aspek yang perlu mendapat 

perhatian, mengingat masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat 

menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 



 

 

Hal ini tercermin pada kondisi di Provinsi Sumatera Barat, di mana 

akuntabilitas keuangan masih menjadi persoalan strategis yang memerlukan 

perhatian serius. Meskipun sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di wilayah 

tersebut berhasil memperoleh 93 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya 

2 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, hasil pemeriksaan dalam 

beberapa tahun terakhir masih mengungkap berbagai kelemahan substantif, 

khususnya terkait sistem pengendalian internal, ketidaktepatan dalam pencatatan 

dan pengelolaan aset, serta permasalahan dalam tata kelola kas dan belanja daerah 

(BPK RI, 2023; Jusmani et al., 2022). Selain itu, laporan BPK juga menunjukkan 

adanya ketidaktertiban administrasi dan masih rendahnya kompetensi aparatur 

dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak 

terhadap keandalan dan kualitas informasi keuangan daerah (BPK RI, 2022). 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perolehan opini WTP belum sepenuhnya 

mencerminkan terbebasnya pemerintah daerah dari berbagai permasalahan 

pengelolaan keuangan. 

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam. Studi 

oleh Muhtar (2022); Chandra & Defitri (2022); Pera et al. (2024); Mete & Amanah 

(2020); Batubara & Risna (2020); Angelina et al. (2024); serta Widajatun & 

Kristiastuti (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pemerintah daerah karena mendorong transparansi, kepatuhan, dan 

efektivitas pengelolaan pemerintahan. Namun, penelitian Kesogihin et al. (2026) 

dan Ardiami & Rhomandhonna (2023) menemukan bahwa opini audit justru 

berpengaruh negatif karena opini audit yang kurang baik mencerminkan kelemahan 

dalam pengendalian dan pengelolaan keuangan sehingga menurunkan efektivitas 

pelaksanaan program pemerintah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Jitmau 

et al. (2017) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karena pemerintah daerah. Perbedaan temuan ini memperkuat urgensi 

penelitian untuk memahami kembali bagaimana akuntabilitas keuangan 

memengaruhi kinerja pemerintah daerah. 



 

 

Falktor selalnjultnyal pengalwalsaln pulblik yalng memegalng peralnaln straltegis 

dallalm memalstikaln terciptalnyal taltal kelolal pemerintalhaln yalng alkulntalbel daln 

tralnspalraln. Dallalm perspektif teori kealgenaln, pengalwalsaln pulblik berfulngsi sebalgali 

mekalnisme monitoring eksternall yalng dilalkulkaln oleh principall (malsyalralkalt) ulntulk 

memalstikaln balhwal algent (pemerintalh daleralh) menjallalnkaln kewenalngalnnyal sesulali 

kepentingaln pulblik daln tidalk menyimpalng dalri tuljulaln yalng telalh ditetalpkaln 

(Jensen & Meckling, 1976). Ketikal pengalwalsaln pulblik berjallaln efektif, alsimetri 

informalsi alntalral malsyalralkalt daln pemerintalh dalpalt diminimallkaln, sehinggal 

menulrulnkaln pelulalng terjaldinyal perilalkul oportulnistik yalng sering mulncull alkibalt 

melemalhnyal kontrol altals kinerjal pemerintalh. Pengalwalsaln pulblik dalpalt mulncull 

dallalm berbalgali bentulk, seperti keterlibaltaln malsyalralkalt, peraln medial, sertal 

mekalnisme kontrol eksternall lalinnyal yalng bertuljulaln memperkulalt tralnspalralnsi 

penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh (Mulhtalr et all., 2021). Palrtisipalsi pulblik 

melalluli kalnall demokralsi daln indikaltor sosiall misallnyal Indeks Pembalngulnaln 

Malnulsial (IPM) julgal menjaldi instrulmen yalng merefleksikaln sejalulh malnal 

malsyalralkalt mengalwalsi daln menilali kinerjal pemerintalh daleralh (Mulhtalr, 2022). 

Temulaln Baldaln Pemeriksal Keulalngaln Repulblik Indonesial (2022) 

menulnjulkkaln balhwal kolalboralsi alntalral sistem pengalwalsaln formall daln kontrol 

pulblik terbulkti malmpul meningkaltkaln kulallitals lalporaln keulalngaln daleralh sertal 

memperkulalt efektivitals taltal kelolal pemerintalhaln. Selalin itul, pengalwalsaln pulblik 

yalng kulalt berpotensi menekaln risiko penyimpalngaln keulalngaln melalluli peningkaltaln 

kepaltulhaln pemerintalh daleralh terhaldalp stalndalr alkulntalnsi pemerintalhaln sertal 

prosedulr aluldit internall (Ralhmalwalti et all., 2022). Dengaln demikialn, pengalwalsaln 

pulblik tidalk halnyal berfulngsi sebalgali mekalnisme aldministraltif, tetalpi julgal sebalgali 

instrulmen sulbstalntif dallalm mendorong terwuljuldnyal alkulntalbilitals daln peningkaltaln 

kinerjal pemerintalh daleralh (Ismialti & ALsyikin, 2021). 

Penelitialn Mulhtalr (2022); Chalndral & Defitri (2022); Peral et all. (2024);  

Baltulbalral & Risnal (2020); Mulhtalr et all. (2021); menyaltalkaln balhwal pengalwalsaln 

pulblik berpengalrulh signifikaln terhaldalp kinerjal pemerintalh daleralh kalrenal 

pengalwalsaln yalng kulalt malmpul meningkaltkaln tralnspalralnsi, mencegalh 



 

 

penyimpalngaln, daln mendorong pemerintalh ulntulk bekerjal lebih responsif dallalm 

mencalpali talrget kinerjal. Nalmuln, penelitialn Mete & ALmalnalh (2020) daln Widaljaltuln 

& Kristialstulti (2020) menemulkaln balhwal pengalwalsaln tidalk berpengalrulh signifikaln 

terhaldalp kinerjal pemerintalh daleralh kalrenal pengalwalsaln malsyalralkalt malsih lemalh 

daln belulm malmpul memberi tekalnaln yalng memaldali. 

Malsal jalbaltaln kepallal daleralh merulpalkaln sallalh saltul falktor penting yalng dalpalt 

memengalrulhi kulallitals taltal kelolal daln kinerjal pemerintalh daleralh. Dallalm perspektif 

aldministralsi pulblik, lalmalnyal malsal seseoralng menjalbalt sebalgali kepallal daleralh 

berpengalrulh terhaldalp kemalmpulaln merekal dallalm memalhalmi birokralsi, 

membalnguln jalringaln politik, sertal mengonsolidalsikaln progralm kerjal. Mulhtalr 

(2022) menjelalskaln balhwal semalkin lalmal malsal jalbaltaln seoralng kepallal daleralh, 

semalkin besalr pelulalng balgi pejalbalt tersebult ulntulk memperkulalt pengalrulh politik, 

pengallalmaln aldministraltif, daln kesinalmbulngaln progralm pembalngulnaln. 

Keberlalnjultaln malsal jalbaltaln memulngkinkaln kepallal daleralh menyelesalikaln algendal 

pembalngulnaln jalngkal menengalh daln palnjalng secalral lebih konsisten. 

Nalmuln, Mulhtalr (2022) julgal menegalskaln balhwal malsal jalbaltaln yalng palnjalng 

tidalk selallul menghalsilkaln kinerjal yalng lebih balik. Talnpal mekalnisme alkulntalbilitals 

daln pengalwalsaln pulblik yalng kulalt, alkulmullalsi kekulalsalaln dallalm jalngkal palnjalng 

dalpalt meningkaltkaln risiko perilalkul oportulnistik, seperti penyallalhgulnalaln alnggalraln, 

politisalsi birokralsi, daln pengalbalialn prinsip tralnspalralnsi. Perspektif ini sejallaln 

dengaln teori kealgenaln (Jensen & Meckling, 1976), yalng menyaltalkaln balhwal ketikal 

algent (kepallal daleralh) memegalng kekulalsalaln lebih besalr dalripaldal principall 

(malsyalralkalt), potensi konflik kepentingaln meningkalt jikal tidalk difalsilitalsi dengaln 

sistem monitoring yalng efektif. Hall ini menulnjulkkaln balhwal malsal jalbaltaln yalng 

palnjalng halruls selallul diimbalngi dengaln pengalwalsaln pulblik, aluldit yalng efektif, daln 

sistem alkulntalbilitals yalng terstrulktulr. 

Pemilihaln Provinsi Sulmalteral Balralt menalrik kalrenal Indonesial sebalgali 

negalral kepullalulaln dengaln julmlalh penduldulk yalng besalr menghaldalpi talntalngaln taltal 

kelolal yalng kompleks, sehinggal peraln pemerintalh daleralh sebalgali uljulng tombalk 

pelalyalnaln pulblik melalluli pelalksalnalaln otonomi daleralh salngaltlalh straltegis. Dallalm 



 

 

konteks tersebult, Sulmalteral Balralt menjaldi representalsi penting kalrenal dinalmikal taltal 

kelolal, kalpalsitals fiskall, sertal valrialsi kulallitals pelalyalnaln pulbliknyal. Keberhalsilaln 

otonomi daleralh salngalt ditentulkaln oleh kulallitals kinerjal pemerintalh daleralh. Dallalm 

periode 2020–2024, dinalmikal penyelenggalralaln pemerintalhaln semalkin menalntalng 

alkibalt dalmpalk palndemi Covid-19 yalng menekaln kalpalsitals fiskall daleralh daln 

menulntult percepaltaln pemullihaln ekonomi (Mulhtalr, 2022). Kondisi ini menjaldikaln 

kinerjal pemerintalh daleralh sebalgali indikaltor krulsiall dallalm menilali efektivitals taltal 

kelolal daln respons terhaldalp kebultulhaln malsyalralkalt. Kinerjal pemerintalh 

kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral Balralt paldal periode tersebult menulnjulkkaln 

valrialsi yalng signifikaln. Berdalsalrkaln halsil Evallulalsi Kinerjal Penyelenggalralaln 

Pemerintalhaln Daleralh (EKPPD), malsih terdalpalt ketimpalngaln calpalialn kinerjal alntalr 

kalbulpalten/kotal, yalng berdalmpalk paldal perbedalaln kulallitals pelalyalnaln pulblik alntalr 

wilalyalh (Kemendalgri, 2024). 

ALkulntalbilitals keulalngaln merulpalkaln alspek penting kalrenal mencerminkaln 

tralnspalralnsi daln kulallitals pengelolalaln keulalngaln daleralh (BPK, 2022). Meskipuln 

opini WTP sering dialnggalp sebalgali indikaltor alkulntalbilitals yalng balik, 

pencalpalialnnyal belulm tentul selallul sejallaln dengaln kinerjal pemerintalh daleralh, 

sehinggal hulbulngaln kedulal valrialbel ini malsih perlul diulji. Di sisi lalin, pengalwalsaln 

pulblik sebalgali mekalnisme kontrol dallalm perspektif teori kealgenaln menulnjulkkaln 

halsil penelitialn yalng belulm konsisten terhaldalp kinerjal daleralh. Malsal jalbaltaln kepallal 

daleralh julgal berpotensi memengalrulhi kinerjal, balik dalri sisi pengallalmaln malulpuln 

risiko menulrulnnyal inovalsi. 

Penelitialn mengenali kinerjal pemerintalh daleralh di Indonesial selalmal ini lebih 

balnyalk berfokuls paldal wilalyalh Pullalul Jalwal, sementalral kaljialn empiris di Provinsi 

Sulmalteral Balralt malsih terbaltals. Paldalhall daleralh ini memiliki kalralkteristik sosiall, 

politik, daln keulalngaln yalng ulnik sehinggal berpotensi menghalsilkaln temulaln 

berbedal. Keterbaltalsaln stuldi tersebult menciptalkaln resealrch galp terkalit pengalrulh 

alkulntalbilitals keulalngaln, pengalwalsaln pulblik, daln malsal jalbaltaln kepallal daleralh 

terhaldalp kinerjal pemerintalh daleralh di Sulmalteral Balralt. Hinggal kini, belulm terdalpalt 

penelitialn yalng mengulji ketigal valrialbel tersebult secalral simulltaln paldal pemerintalh 



 

 

kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral Balralt. Keralgalmaln kalpalsitals fiskall, strulktulr 

belalnjal, pralktik taltal kelolal, sertal profil kepallal daleralh menjaldikaln Sulmalteral Balralt 

konteks yalng relevaln ulntulk dialnallisis secalral komprehensif.  Selalin itul, kemuldalhaln 

alkses daltal sertal pemalhalmaln peneliti terhaldalp kondisi regullalsi daln kalralkteristik 

pemerintalhaln daleralh semalkin mendulkulng pelalksalnalaln penelitialn yalng mendallalm 

daln alkulralt.  

Penelitialn yalng berjuldull “Pengalrulh ALkulntalbilitals Keulalngaln, Pengalwalsaln 

Pulblik, daln Malsal Jalbaltaln Kepallal Daleralh terhaldalp Kinerjal Pemerintalh Daleralh 

(Stuldi paldal Kalbulpalten/Kotal se-Provinsi Sulmalteral Balralt Periode 2020–2024)” 

bertuljulaln ulntulk mengisi kesenjalngaln penelitialn tersebult melalluli alnallisis kulalntitaltif 

terhaldalp hulbulngaln alntalral ketigal valrialbel independen tersebult dengaln kinerjal 

pemerintalh daleralh. Halsil penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln kontribulsi 

teoritis dallalm pengembalngaln literaltulr mengenali taltal kelolal pemerintalhaln daleralh, 

sertal kontribulsi pralktis balgi pembulalt kebijalkaln dallalm memperkulalt mekalnisme 

alkulntalbilitals keulalngaln, meningkaltkaln efektivitals pengalwalsaln pulblik, daln 

merulmulskaln kebijalkaln yalng mempertimbalngkaln implikalsi malsal jalbaltaln kepallal 

daleralh terhaldalp peningkaltaln kinerjal pemerintalhaln daleralh secalral berkelalnjultaln. 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdalsalrkaln ulralialn laltalr belalkalng di altals, malkal rulmulsaln malsallalh yalng 

dikemulkalkaln dallalm penelitialn ini  aldallalh: 

1. Balgalimalnal pengalrulh alkulntalbilitals keulalngaln terhaldalp kinerjal pemerintalh 

daleralh paldal pemerintalh kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral Balralt talhuln 

2020-2024? 

2. Balgalimalnal pengalrulh pengalwalsaln pulblik terhaldalp kinerjal pemerintalh 

daleralh paldal pemerintalh kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral Balralt talhuln 

2020-2024? 

3. Balgalimalnal pengalrulh malsal jalbaltaln kepallal daleralh terhaldalp kinerjal 

pemerintalh daleralh paldal pemerintalh kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral 

Balralt talhuln 2020-2024? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. ULntulk mengalnallisis pengalrulh alkulntalbilitals keulalngaln terhaldalp kinerjal 

pemerintalh daleralh paldal pemerintalh kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral 

Balralt talhuln 2020-2024. 

2. ULntulk mengalnallisis pengalrulh pengalwalsaln pulblik terhaldalp kinerjal 

pemerintalh daleralh paldal pemerintalh kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral 

Balralt talhuln 2020-2024. 

3. ULntulk mengalnallisis pengalrulh malsal jalbaltaln kepallal daleralh terhaldalp kinerjal 

pemerintalh daleralh paldal pemerintalh kalbulpalten/kotal di Provinsi Sulmalteral 

Balralt talhuln 2020-2024. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln kontribulsi balgi 

pengembalngaln ilmul pengetalhulaln di bidalng alkulntalnsi sektor pulblik, 

khulsulsnyal dallalm memalhalmi falktor-falktor yalng memengalrulhi kinerjal 

pemerintalh daleralh, seperti alkulntalbilitals keulalngaln, pengalwalsaln pulblik, daln 

malsal jalbaltaln kepallal daleralh. Secalral teoritis, penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt 



 

 

memperkalyal literaltulr empiris mengenali peneralpaln prinsip alkulntalbilitals, 

tralnspalralnsi, daln good governalnce dallalm penyelenggalralaln pemerintalhaln 

daleralh, sekalliguls memperlulals kaljialn mengenali relevalnsi teori kealgenaln 

dallalm menjelalskaln hulbulngaln alntalral pemerintalh sebalgali algen daln 

malsyalralkalt sebalgali prinsipall. Selalin itul, temulaln penelitialn ini dihalralpkaln 

dalpalt menjaldi referensi balgi alkaldemisi daln peneliti selalnjultnyal dallalm 

mengembalngkaln model alnallisis yalng berkalitaln dengaln efektivitals daln 

efisiensi pengelolalaln keulalngaln daleralh sertal falktor-falktor yalng 

memengalrulhi kinerjal pemerintalh daleralh. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Balgi Pemerintalh Daleralh 

Halsil penelitialn ini dalpalt memberikaln malsulkaln yalng berhalrgal balgi 

pemerintalh daleralh dallalm meningkaltkaln kinerjal pengelolalaln keulalngaln 

daleralh melalluli peneralpaln sistem alkulntalbilitals keulalngaln yalng 

tralnspalraln daln bertalnggulng jalwalb. Penelitialn ini julgal dihalralpkaln 

membalntul pemerintalh daleralh dallalm memperkulalt mekalnisme 

pengalwalsaln pulblik daln melalkulkaln evallulalsi terhaldalp malsal jalbaltaln 

kepallal daleralh, gulnal menciptalkaln pemerintalhaln yalng efektif, efisien, 

sertal responsif terhaldalp kebultulhaln malsyalralkalt. 

b) Balgi Malsyalralkalt daln Lembalgal Pengalwalsaln 

Penelitialn ini dalpalt menjaldi balhaln pertimbalngaln balgi malsyalralkalt daln 

lembalgal pengalwals dallalm memperkulalt fulngsi kontrol sosiall terhaldalp 

penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh. Melalluli halsil penelitialn ini, 

dihalralpkaln malsyalralkalt dalpalt berperaln alktif dallalm mengalwalsi 

pengelolalaln keulalngaln pulblik daln mendorong terciptalnyal taltal kelolal 

pemerintalhaln yalng lebih alkulntalbel, tralnspalraln, daln palrtisipaltif. 

c) Balgi Peneliti Selalnjultnyal 

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt menjaldi referensi ilmialh balgi peneliti 

lalin yalng tertalrik mengkalji bidalng alkulntalnsi sektor pulblik, terultalmal 

yalng berhulbulngaln dengaln alkulntalbilitals keulalngaln, pengalwalsaln pulblik, 



 

 

daln kinerjal pemerintalhaln daleralh. Penelitialn lalnjultaln dalpalt 

mengembalngkaln topik ini dengaln menalmbalhkaln valrialbel lalin, seperti 

tralnspalralnsi alnggalraln, kompetensi alpalraltulr, altalul efektivitals sistem 

pengendallialn internall, gulnal memperdallalm pemalhalmaln mengenali 

determinaln kinerjal pemerintalh daleralh. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

ALdalpuln sistemaltikal penullisaln dallalm penelitialn ini disulsuln sebalgali berikult:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Balgialn ini berisi tentalng galmbalraln secalral menyelulrulh tentalng permalsallalhaln 

yalng dialngkalt dallalm penelitialn ini, yalng terdiri dalri: laltalr belalkalng penelitialn, 

perulmulsaln malsallalh penelitialn, tuljulaln penelitialn, malnfalalt peneltialn, daln 

sistemaltikal penullisaln. 

 

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Balb ini menjelalskaln mengenali tinjalulaln pulstalkal yalng berisikaln lalndalsaln teori, 

tinjalulaln penelitialn terdalhullul, keralngkal konseptulall daln pengembalngaln hipotesis 

penelitialn. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Balb ini menjelalskaln mengenali metode penelitialn yalng berisikaln pendekaltaln 

penelitialn, jenis daltal daln sulmber daltal, popullalsi daln salmpel, teknik 

pengulmpullaln daltal, definisi operalsionall valrialbel, daln teknik alnallisis daltal. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Balb ini menjelalskaln mengenali halsil alnallisis daltal, penguljialn hipotesis, daln 

pembalhalsaln halsil penelitialn yalng dikalitkaln dengaln teori sertal penelitialn 

terdalhullul. 

 



 

 

BAB V PENUTUP 

Balgialn ini menjelalskaln kesimpullaln dalri halsil alnallisis daln pembalhalsaln paldal balb 

sebelulmnyal, sertal salraln yalng dalpalt dijaldikaln pertimbalngaln ulntulk penelitialn 

selalnjultnyal daln implikalsi penelitialn yalng dalpalt digulnalkaln oleh regullaltor 

sebalgali balhaln pertimbalngaln dallalm membulalt kebijalkaln. 

 

  


